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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISTHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

Menimbang

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 dan Pasal

76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota
dan Wakil Walikota;

. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:

132/PHPU.BUP-XXIII/2025 serta berdasarkan Surat Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 494 /PL.02-
SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

. bahwa terdapat perubahan Anggota Sekretariat Panitia

Pemungutan Suara dibeberapa Desa pada Kabupaten

Tasikmalaya, maka perlu dilakukan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten
Tasikmalaya tentang Pemberhentian dan Penggantian

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten

jdih.kpu.go.id/jabar/tasikmalaya



Mengingat

-2-

Tasikmalaya untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun
2024;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHPU.BUP-

XXII1/2025;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
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Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota
dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota
dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten
Tasikmalaya untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun
2024;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
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PADA KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TASIKMALAYA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
pada Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemungutan Suara Ulang
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun
2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
TASIKMALAYA
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

DAFTAR PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

PENJABAT

NO. DESA KECAMATAN JABATAN LAMA BARU
NAMA/ NAMA/
PEKERJAAN PEKERJAAN
1. Cinunjang Gunungtanjung | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, | WILDAN NAJI ETI ERNAWATI
Keuangan dan Logistik Pemilihan (Rukun Tetangga) (Kaur Tata Usaha dan Umum)
2. Tanjungpura | Rajapolah Sekretaris PPS ANDI RIZKI HERMAWAN YOSI ROSINI
(Kepala Seksi Kesejahteraan) (Kaur keuangan)
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
Salinan sesuai dengan aslinya KABUPATEN TASIKMALAYA,

EN TASIKMALAYA ttd.

AMI IMRON TAMAMI

tara Agustian
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